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ABSTRAK

VINA ALVIANA, 2020, Optimalisasi Peran DPRD dalam Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan, Skripsi
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing | Agus Salim HR dan
Pembimbing Il Muhammad. Nur Rasyid.

Penelitian ini bertujuan
dalam perencanaan dan evaluasi
Sulawesi Selatan, Jenis penelitiar

wk mengetahui optimal sasi peran DPRD

ja pembangunan daerah pada Provinsi

1@ digunakan yaitu kualitatif. Teknik Analisis

Data yang peroleh dalam g @it hasil wawancara pada anggota
DPRD Provinsi Sulawes :

DPRD dalam perencanaan ' \bangunan daerah pada
Provinsi Sulawesi Sel
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SUMMARY

VINA ALVIANA, 2020, Optimizing the Role of DPRD in Planning and Evaluating
Regional Development Performance in South Sulawesi Province, Thesis of
Management Study Program, Faculty of Economics and Business,
Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor | Agus Salim HR
and Supervisor || Muhammad Nur Rasyid. '

This study aims to determineythe optimization of the role of DPRD in
planning and evaluating regional d velopment performance in South Sulawesi
Province. The type of research/sed Is gualitative. Data analysis techniques
obtained in this study are th -
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan demokrasi telah meningkatkan kemajuan dan peningkatan

berwenang untuk

mengatur de us send emerntahan menurut asas otonomi
dan tugas bantuan’. Memberikan otonomi seluas-luasnya bertujuan agar

meningkatkan capaian mewujudkan kualitas pembangunan di daerah untuk



tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan dan ke
ikut sertaan masyarakat. Selain itu dengan otonomi yang luas, daerah
diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan daerah berdasarkan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta
kualitas daerah dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Siklus pembangunan umum melalui tiga tahapan, yaitu

perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta monitoring dan

1 penting dalam meningkatkan

| RN
\3 .;.,KASO,f h.

nan di Indonesia mengacu

Perencanaan

~BAR

apan perencanaan

yang ditujuka : I il ataup i erhadap pelaksanaan
perencanaan sebagai masukan untuk perencanaan di tahap berikutnya.




Penguatan peran evaluasi semakin jelas dan krusial melalui terbitnya
Peraturan Pemerintah MNo. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam PP tersebut,
Kementerian PPN/BAPPENAS mendapat mandat untuk melaksanakan evaluasi
kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan mengevaluasi kebijakan tahun
berjalan dalam rangka menentukan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas
pembangunan. Pembanguna sional dalam perspektif undang-undang sistem
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dan evaluasi pembangunan dae dapat dilaksanakan pada wakiu yang
bersamaan.




Berdasarkan pertimbangan diatas, Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan (PEPP) Kementerian PPN/BAPPENAS melalui
Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah
(PEPPD) memandang penting untuk melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah atau EKPD. Kegiatan ini merupakan evaluasi ex-post
terhadap RKP 2017, yang me
Infrastruktur dan Ekonomi

gusung tema “Memacu Pembangunan
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1. Nugraha Eka Prayudha (2017). Hasi i aitu karena susunan

anggaran daerah dipengaruhi kepada dana dar pusat sehingga tidak

teraturnya penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah,




2. Ali Iswandi (2016). Hasil penelitian ini menyatakan perlunya evaluasi dan
partisipasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan di Kabupaten
Sukamara. Evaluasi juga dilakukan untuk memilih dan menentukan skala
prioritas dari berbagai alternatif kemungkinan cara yang telah ditetapkan
sebelumnya yang dikenal dengan evaluasi Ex-ante (Evaluasi pada tahap

perencanaan).
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D. Manfaat Penelitian
1. Dapat memperkaya kajian tentang pembangunan kinerja suatu daerah serta

dengan kinerja pembangunannya;




2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
DPRD dalam mengevaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sulawesi
Selatan,

3. Dapat dijadikan masukan bagi teman-teman yang bemminat dan tertarik

memperdalam penelitian tentang keuangan daerah;
4. Dapat memberikan informasi tentang keadaan kinerja pembangunan daerah




BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan teori

1. Manajemen Sumber Daya Manusia

sebagai faktor

P

‘\\I :

anajemen sumber
daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian
balas jasa dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok
pekerja.




b. Fungsi-fungsi Manajerial dan Operasional Manajemen Sumber Daya
Manusia
Hasibuan (2016:21) menjelaskan bahwa fungsi manajemen sumber daya
manusia meliputi:
1) Fungsi Manajerial

a) Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif dan




2) Fungsi Operasional
a) Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi,
dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan
kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu
terwujudnya suatu tujuan.

b) Pengembangan adalah K suatu proses peningkatan keterampilan

f) Kedisiplinan merupakan fungsi dari manajemen sumber daya
manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa
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adanya kedisiplinan yang baik sult terwujudnya tujuan yang
maksimal,

g) Pemberhentian adalah putusnya suatu hubungan kerja seseorang
dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini biasanya disebabkan oleh

keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja yang telah

\m\lh,/lé
"/

ah yang mempunyai

kewajlban dan tanggung jawab yang setara dengan Pemerintah Daerah
untuk menyusun Peraturan-peraturan daerah untuk kesejahteraan rakyat
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah:
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a. Legislatif
1) Menyusun Program Legislatif Nasional
2) Menyusun dan membahas rancangan undang-undang
3) Menerima RUU yang diajukan DPD
4) Membahas RU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
5) Memberi persetujuan atau tidak terhadap aturan untuk mengganti UU

J“’JW\)

g \\
l ,sl

aan UU tentang otonomi daerah,

pemekaran, pengelola SDA dan SDE lainnya dan penggabungan




daerah, pembentukan , pajak, pelaksanaan APBN, pendidikan dan
agama)
3. Perencanaan Pembangunan daerah
Perencanaan adalah suatu fungsi utama perencanaan yang
harus dilaksanakan. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai
perencanaan karena adanya ketidaksamaan pemahaman, perhatian

utama, dan perbedaa /.A \ pada perencanaan itu sendiri,

Secara garis be hap menetapkan suatu tujuan
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o,

a Administrasl,
jemen yang
dan cara
mengerjakannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Pelaksanaan perencanaan ini adalah suatu fungsi




manajer, serta fungsi-fungsi utama lainnya, yaitu penggerakan dan

pengontrolan

Perencanaan pembangunan daerah yang sebagaimana dicantumkan
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yaitu salah
satu tahapan penyusunan langkah-langkah kegiatan yang menyertakan

beberapa unsur pemegang 2nang kepentingan di dalamnya, kegunaan

salah satu lingkungan
peraturan tersebut

qunan daerah

L1 )
\\\\muhi///

\\} \

perubahan pada hasil yang ingin dipenuhi dengan batas waktu satu sampai
dengan lima tahun berhubungan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah
dan disusun berdasarkan mempertimbangkan perkembangan lingkungan
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strategis. Rencana strategis dapat ditinjau sebagai rumusan dengan
keseluruhan atau roadmap yang menjelaskan bagaimana usaha-usaha yang
dilaksanakan untuk tercapainya hasil yang diinginkan berdasarkan
penerapan strategi-strategi yang digunakan. Perangkat Daerah disusun
berdasarkan dengan tugas dan fungsinya untuk tercapainya tujuan dan
target jangka menengah lembaga daerah yang selaras dengan strategl dan
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b. Metode Evaluasi Kinerja Pembangunan
1) Analisis Gap
Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS
Nomor 1 Tahun 2017 tentang pedoman evaluasi pembangunan

nasional, analisis gap dilakukan dengan menyelidiki antara
pencapaian kinerja dengan target kinerja. Dalam evaluasi capaian

ngan menganalisis
dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD) tahun
2017 mengenai prioritas dan program daerah dan membandingkannya
dengan permasalahan atau tantangan daerah. Perbandingan ini
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dilakukan untuk menilai apakah dokumen perencanaan daerah telah
disusun dalam rangka menjawab permasalahan spesifik daerah tersebut.
B. Tinjauan Empiris
Kajian empiris adalah kajian yang diperoleh dar observasi beberapa
penelitian sebelumnya. Kajian empiris adalah informasi yang membenarkan

suatu penelitian dalam kebenaran ata

pandangan empiris

saat seseorang

52,
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B
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X

ang benar berdasarkan bukdti

kebohongan suatu klaim empiris. Dalam
mengklaim memiliki pengetahuan

Hasil penelitian ini yaitu
iréna penyusunan

Rencana Anggaran
Pembangunan Daerah

2. |Alils g Temuan penelitian ini
digunakan adalah | menyatakan perlunya
Pembangunan | metode kualitatif evaluasi dan partisipasi
Daerah di dalam rangka penyusunan
Kabupaten dokumen perencanaan di
Sukamara Kabupaten Sukamara.
Evaluasi juga dilakukan
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untuk memilih dan
menentukan skala prioritas
dari berbagai alternatif
kemungkinan cara yang
telah ditetapkan
sebelumnya yang dikenal
dengan evaluasi Ex-
ante(Evaluasi pada tahap
perencanaan).

Tio Lestari
Gaus (2016)

Analisis Kuantitatif .Berdasarkan Perhitungan
Indeksi menunjukkan
bahwa indeks kinerja
ekonomi makro Kota Medan
mengalami peningkatan
rata-rata 49,9 pada tahun
2010-2015 dibanding
pemde sebelumnya
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T

’ 2004 Tentang
am Perencanaan

bangunan Nasional

PN). adapun Faktor-

or yang mempengaruhi

BITA Al -

3
4(%

dan sumber daya
manusia, adapun upaya
yang dilakukan BAPPEDA
dalam pembangunan desa
di Kabupaten Jeneponto
adalah dalam bentuk
Partisipasi BAPPEDA
dalam Sosialisasi
MUSRENBANG dan
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Pengawasan hasll

MUSRENBANG tingkat
desa.

5. | Amara Peran badan | Jenis penelitian Peran BAPPELITBANGDA
Costania perencanaan | kulitatif Kabupaten Cilacap telah
Wijaya(2018) | pembanguan sesual dengan aturan tata

penelitian dan cara tahun sebelumnya
pembangunan penyusunan RPJMD
daerah(BAPPE Kabupaten Cilacap tahun
LITBANGDA) 2017-2022 menjadi teratur,

terarah, dan tepat waktu,
sesuai dengan aturan
acuannya.

pemerintah daerah harus mampu menemukan dan mengefisienkan kekayaan

yang dimiliki di daerah tersebut sehingga pembangunan yang dilakukan akan
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efisien dan dapat meningkat sesuai dengan tujuan pembangunan yang
diharapkan .

Perencanaan ini menuntun kita pada pengambilan Inisiatif yang
berawal dari daerah dengan tahapan pembangunan agar memberikan peluang
kerja baru dan mendorong kegiatan baru dan mendorong kegiatan ekonomi, oleh

sebab itu pada membangun daerah, daerah harus memperhatikan dan

menganalisis apa yang di daerah tersebut sehingga

dengan tujuan pembangunan

N
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

\ penaldian dengan

nana tahapan

akan dijelaskan di dalam penelitian tersebut. Menurut Creswell
(Herdiansyah,2012:86) fokus penelitian merupakan suatu konsep atau suatu
tahapan yang di eksplorasi secara mendalam dalam penelitian kualitatif.

21
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Fokus penelitian berdasarkan masalah serta hasil yang ingin di capai
pada penelitian yaitu peranan DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja
pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari:

1. Seberapa besar peranan DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

2. Bagaimana peran DPRD terhadap evaluasi kinerja pembangunan daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

Pemilihan Lokasi dl

\\\“ I , h/M

| ! \‘ A" o - v
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Sumber data adalah penjelasan dari suatu hal, dapat mengenai
sesuatu yang diketahui atau anggapan (Hasan, 2002). Penelitian ini
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menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data
yang didapatkan langsung dari sesuatu yang sedang diteliti, Data primer pada
penelitian ini didapatkan dar anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,
Sedangkan data sekunder pada penelitian ini didapatkan dari beberapa sumber,
antara lain: literatur, sumber elektronik, data statistik, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

berbicara langsung dengan responden untuk menggali informasi yang
dibutuhkan.
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Menurut Sugiyono (2007:73) bahwa tujuan dar wawancara
semiterstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih
terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara selain memberikan informasi
juga dimimta pendapat serta ide-ide mengenai permasalahan yang
ditanyakan. Adapun para informan adalah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
yang terdiri dari anggota dan staf DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

digunakan untuk memperkuat




G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan menganalisis dan menyusun data
dengan tersusun berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi
dengan mengelompokkan data serta mencari data yang dibutuhkan dan yang
penting untuk dipahami serta membuat kesimpulan sehingga memudahkan untuk

Hubberman (Sugiyo igumpulan data, reduksi data,

penyajian d

Penarikan kesimpulan adalah proses terakhir pada analisis data yang

dilakukan peneliti dilihat hasil reduksi data tetap mengacu dalam rumusan
masalah berdasarkan hasil yang akan diinginkan. Data yang sudah disusun




26

dibandingkan antara satu dengan yang lain agar mempermudah untuk ditarik
kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang ada serta memberikan
solusi untuk masalah tersebut.

pengumpulan Data Penyajian Data
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Lokasi Kantor DPRD Sulawesi Selata

Dewan Perwakilan Rakya
sebagal  unsur
esi Selatan. Lokasi

politik pemilik kursi terbanyak yaitu 13 kursi disusul oleh Partai Nasdem yang
juga meraih 12 kursi.

27
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Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang
DPRD, serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai
wadah berhimpun anggota DPRD. Sefiap anggota DPRD menjadi anggota
salah satu fraksi, adapun jumiah fraksi beranggotakan paling sedikit sama
dengan jumiah komisi di DPRD. Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat
DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran
pelaksanaan tugas fraksi dengan kebutuhan dan dengan

/ \ raksi terdiri atas da Ketua,

A
"'\\‘\\\v.;'.-i',“,'/'/; gt
) ‘»“A\‘.?%"’r, i .
ﬂh\ ";\:“s:\. —~ '{_\p} 7

Nama Fraksi Jumlah Anggota

Partai Golkar 13
Partai Nasional Demokrat 12




Partai Gerindra
Partai Demokrat
Partai Keadilan Sejahtera
Partai PDI Perjuangan
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Amanat Nasional
Partai Persatuan
Pembangunan

Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang
beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi

@ [~oow gle

yang beranggotakan hﬁi grang dapat membentuk 5 komisi. DPRD
Sulawesi Selatan memilik \

in
4. Muzayyin Arif
BAMUS Marjono 1. Desy Susanty
Badan Musyawarah Sutomo




2. Jabbar Idris
BANGGAR Rudy Pieter Goni 1. Fahruddin Rangga
Badan Anggaran
BAPEMPERDA Azhar Arsyad 1. Andi Januar Jaury

. Dharwis
Badan Pembentukan . :
s 2. Andi Syafiuddin
Peraturan Daerah Patahuddin
BK Andi Hatta Marakarma
Badan Kehormatan
Komisi A 1. Syamsuddin Carlos
2. Rahman Pina

dan akuntabilitas dalam mendukung peningkatan kinerja Anggota DPRD

Provinsi Sulawesi Selatan
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b. Misi
1) Terwujudnya Peningkatan Kinerja Organisasi Sekretariat DPRD
2) Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD
4. Fungsi DPRD Sulawesi Selat

c. DPRD mempunyai fungsi:
1) Pembentukan peraturan daerah;

antara DPRD dan Gubernur.




5. Hak dan Kewajiban DPRD Sulawesi Selatan

Anggota DPRD mempunyai hak :

1) Mengajukan rancangan peraturan daerah;

2) Mengajukan pertanyaan;

3) Menyampaikan usul dan pendapat;
4) Memilih dan dipilih;

5) Membela diri;

) v
e =

Jesa a \\;«\

' /?/’//‘;“‘U
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daerah;
7) Menaati tata tertib dan kode etik;

32
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8) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

9) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melaiui kunjungan
kerja secara berkala;

10) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan

masyarakat; dan

ra moral dan politis kepada

kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk terlalu banyak melakukan
interaksi dengan para narasumber sehingga dilaksanakan sebagai mana adanya




dan juga di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan sistem social
distancing sesuai anjuran pemerintah.

Data yang didapatkan dilengkapi dengan data hasil observasi dan
wawancara langsung dilokasi penelitian yaitu kantor DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan untuk memperkuat subtensi hasil observasi dan wawancara, maka
peneliti juga melakukan dokumentasi bersama narasumber semua data dan hasil

peneltian ini kemudian diu / dengan fokus pertanyaan dari setiap
variabel penelitian dise

., £

AN

~

ql"[\‘

:i Bl
pembangunan
angunan daerah?

“Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan
masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu
pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan
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lapangan kerja baru selain itu jug merangsang perkembangan kegiatan ekonomi
dalam wilayah sedangankan faktor-faktor pendukungnya yaitu yang pertama
keamanan suatu daerah dan yang kedua kemudahan investasi pada daerah "

Kemudian Peneliti mengajukan pertanyaan kedua, Apakah peran DPRD
dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah? Narasumber bapak
lzman Maulana Pdjalangi Menjawab ;

‘Peran DPRD de /\ angunan daerah yaitu dengan

merajuk a . a8 4 AS NiUHA'q” iugas dan wewenang

g akan digunakan

.....

melakukan kunjungan lokal, rapat-rapat kerja dikomis dengan SKPD yang berkaitan
dilaksanakan hampir rutin setiap bulan, kemudian ditunjang dengan masukan-
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masukan yang berkenaan dengan pelaporan ditingkat bawah tentang mutu
pembangunan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan yaitu pemerintah
daerah ".

Pertanyaan keempat, Langkah-langkah apa saja yang dilakukan DPRD
dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah? Narasumber bapak

)

//I J«m‘b‘ﬁa\\\

“ /I’ !'”v \0 \ ’
\‘ \v\ @ ' asi kinerja pembangunan

a pembangunan di Provinsi Sulawesi
Selatan sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai karena dilaksanakan sesuai
dengan RKPD dan MUSRENBANG"
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Pertanyaan Keenam, Menurut bapak faktor-faktor apa saja yang mendorong
berhasilnya suatu Perencanaan dan Evaluasi Kinerja pembangunan? Narasumber
bapak Izman Maulana Pdjalangi Menjawab :

‘Keberhasilan suatu perencanaan pembangunan apabila ketika proses
MUSRENBANG terintegrasi dengan RPJMD dengan RKPD sedangan keberhasilan

\ h ‘
\\\‘\inh////

_.“-“r, ;

“A\\Y /

ot

‘Membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
dibidang penelitian dan perencanaan pembanguan daerah, yang pertama menyusun




rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan yang kedua
menetapkan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS)"

Pertanyaan Kedua, Apakah pembangunan pada Provinsi Sulawesi Selatan
telah sesuai dengan tujuan capaian pembangunan daerah? narasumber Bapak Muh,

Musdar menjawab :

“Samapai dengan tahu a pemerintahan Gubernur dan Wakil

/ ! irman Suaiman capaian target

aerah di Sulawesi

2rasama dalam mnukﬂ mt&hmﬂ

anggaran, menetapkan PERDA, dan mengawasi pelaksanaannya”




C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)
1. Perencanaan Pembanguan Daerah
Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber Bapak Andi lzman
Maulana Pdjalangl SH.M.Kn (Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan)
bahwa peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi

\\\\d(lmi///

\ \‘ ! AX\
\ !
/

a7 -1
...........

bapak Andi lzman
si Selatan) bahwa

Maulana Pdjs
peran DPRD dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi
Selatan yaitu DPRD melakukan fungsi pengawasan yaitu DPRD mengawasi kinerja

Pemerintah Daerah dalam menjalankan APBD dan kebijakan Pemerintah Daerah
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dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama dengan
swasta. Langkah-langkah penyusunan evaluasi kinerja pembangunan daerah
Provinsi Sulawesi Selatan yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana
pembangunan, memilih dan menentukan: 1) skala prioritas dari berbagai alternatif
dan 2) kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
Tahap Pelaksanaan (on-going), efekfivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran),

ataupun, manfaat {ﬁﬂ'ﬁpﬂk terkh A




BABV

PENUTUP

bab sebelumnya, maka penelitian

M Perencanaan dan Evaluasi Kinena

masukan untuk leblh meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini,
khususnya bagi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai objek penelitian
adalah:
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1. Perlunya dibuat Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Sebab dengan Peraturan Daerah tersebut
merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keteriibatan
masyarakat dalam pemerinta.han, dengan adanya Peraturan Daerah
tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk memobilisasi masyarakat

untuk turut serta dalam pembangunan.
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TRANSKIP WAWANCARA

Nama Informan : Andi Izman Maulana Pdjalangi SH.M Kn
Jabatan : Anggota DPRD Sulawesi Selatan
Tanggal : 22 September 2020

Waktu

Tempat Wawancara

. ,aE, lah suatu proses dimi erintah daerah
2 o® 4 ::
rakatn jelola sumbe ber daya yang ada serta

VE T '\
’ ”‘\\\‘ daerah dengan

baru selain itu jug
omi dalam  wilayah

Peneliti

Apakah Peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja
pembangunan daerah?




Informan

Peneliti

Peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu dengan
merajuk pada fungsi penganggaran dimana DPRD memiliki tugas dan
wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan atas APBD
yang akan digunakan dalam pembangunan bersama dengan kepala
daerah, sedangkan pada evaluasi kinerja pembangunan DPRD

melakukan fungsi ,pengawasan yaitu DPRD mengawasi kinerja

Langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan yaitu penyusunan
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai
penyelenggaraan pembangunan, MUSRENBANG dimulai dari tingkat
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Desa Kecamatan dan Kabupaten sedangkan langkah-langkah yang
dilakukan pada evaluasi kinerja pembangunan yaitu evaluasi dilakukan
sebelum ditetapkannya rencana pembangunan, memilih dan
menentukan: 1) skala prioritas dari berbagai allernatf dan 2)
kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
Tahap Pelaksanaan,(on-going), efektivitas (hasil dan dampak terhadap

\\;ii'l
N,

gunan dilihat dari target

apkan dalam Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan
data statistik yang dikeluarkan oleh BPS mengenai capaian indicator

kinerja pembangunan itu




Peneliti Selain DPRD apakah ada instansi yang berperan dalam perencanaan
dan evaluasi kinerja?

Instansi yang juga berperan yaitu BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan

Refieksi Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran DPRD
dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada
provinsi sulawesi selatan yaitu sebagai penganggaran dan pengawasan,
pe una rah pada Provinsi Sulawesi Selatan telah

aan dan evaluasi kinerja yang telah




51

TRANSKIP WAWANCARA
Nama Informan . Muhammad Musdar, SE. M.Si
Jabatan : Analis Perencanaan
Tanggal : 22 September 2020
Waktu
Tempat Wawancara

aan dan Evaluasi Kinerja

O \KAQa
NS
L Wiy

HIEYY AR i
A S SRR /l///
NN T e i

girancanaxkai , nal Aanal d [ D

dan terjadinya koneksi tas yang baik antara daerah di Sulawesi
Selatan

Peneliti Apakah peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja
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pembangunan daerah pada Provinsi Sulawesi Selatan?

Informan Peran DPRD yaitu yang pertama itu pengawasan yang kedua
penganggaran yang terakhir yaitu sebagal legislatif

 Penelit Apakah ada kerja sama antara BAPEDA dan DPRD dalam
perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada
Provinsi Sulawesi Selatan?

Informan

lya, BAPEDA dan DPRD bekefja sama dalam rangka




FORMAT WAWANCARA
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4. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan DPRD dalam perencanaan dan
evaluasi kinerja pembangunan daerah?
Jawaban:

5. Apakah perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan di daerah Bapak/ibu

‘\\\\n -ln[///
Al\}f o l/ &

__‘
—

~ “',' )

//l | .> \\\
() A ,

Jy //"'qv“\\ 5




55

FORMAT WAWANCARA
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4. Apakah Pembangunan daerah telah sesuai dengan yang diharapkan? Jika
belum apakah yang menghambat?

Jawaban:

5. Apakah peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja selama ini dapat
meningkatkan pembangunan daerah?
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_ PEMERINTAH PROVINSI SULAWES| SELATAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

JALAN JENDERAL URIP SUMOHARJO NO. 59 Telp. (0411) 453344 - 453646 — 453461 Fax 453562
MAKASSARS0232

__—___%

Makassar, 17 September 2019

Kepada
- Nomor  : 410/ 482 /Set. DPRD. Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Lamp Universitas Muhammadiyah
Perihal  : Jawaban permohonan di-
Izin Penelitian Makassar
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. Pangkat : Pembina Tk, |
 Nip. 19661031 198709 1001
Emm!ﬁﬂﬂ ' y 4
1. Para Kabag Sekretariat DPRD Prov. SulSel:
2, Para Kasubbag Sekretariat DPRD Prov. SulSel;

Pertinggal.
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